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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPUI,AUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 3 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2OO5

TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU TIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA, ,

bahwa sesuai dengan Peratrrran Daerah Nomor 4 Tatrun

2005 dalam Pasal 5 disebutkan tentang batas dan

wilayah Kecamatan Rrlau Tiga;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Nahrna Nomor 14 Tahun 2Ol4 tentang Pembentukan

Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Rrlau Tiga

Barat, dan Kecamatan Suak;

bahwa unhrk menjamin terciptanya tertib administrasi

kewilayahan yang memberikan kejelasan dan kepastian

hukum terhadap luas wilayah Kecamatan Rrlau Tiga,

telah dilaksanakan musyawarah antara pihak terkait di

Tingkat Kabupaten, Kecamatan Rrlau Tiga dan

Kecamatan Bunguran Barat yang membahas linglmp

wilayah Kecamatan hrlau Tiga dan Rrlau Tiga Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimdna

dimaksud dalam huruf a, hurrrf b dan humf c perlu

b.

c.

d.
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Mengingat :

2.

1.

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

tentang Penrbahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2OO5 tentang Pembentukan Kecamatan hrlau
Tiga.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor tO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang

Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341 Sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL

tentang Pembenttrkan Peraturan Pemndang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

5.
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Nomor 183, Tambahan Lembaran Negera Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tartbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol8 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL8 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62061;

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun zOLg Nomor 42, Tawtbahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

7.

8.

9.

10.

11.
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Dengan Persehrjuan Bersama

DEWAN PERWAKII/q.N RAI(YAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN

2OO5 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PUI,AU TIGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Perahrran Daerah Nomor 4 Tahun

20OS tentang Pembentukan Kecamatan hrlau Tiga (Lembaran

Daerah l(abupaten Natuna Tahun 2OO5 Nomor 4l diubah

sebagai berilmt:

1. Ketenhran Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Kecamatan Rrlau Tiga terdiri dari 6 (enam) desa yaitu:

a. Desa Sabang Mawang;

b. Desa Sededap;

c. Desa Serantas;

d. Desa Tanjung Batang;

. e. Desa Sabang Mawang Barat; dan

f. Desa Teluk I"abuh.
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2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berilmt:

Pasal 5

Kecamatan Rrlau Tiga memiliki Luas Wilayah sebesar

+ 4.LO5,729 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan

Bunguran Barat dan Kecamatan Bunguran

Selatan;

b) Sebelah Barat berbatas dengan laut Natuna Utara

dan Kecamatan R.rlau Tiga Barat;

c) Sebelah Selatan berbatas dengan Laut Natut'ra

Utara; dan

d) Sebelah Timur berbatas dengan I"aut Nattrna

Utara.

Wilayah Kecamatan hrlau Tiga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) di atas dihrangkan dalam Peta

Wilayah sebagaimana tercanhrm dalam lampiran yang

mempakan bagian tidak terpisahkan dari Perahrran

ini.

Pasal II

Peraturan Daeralr ini berlaku pada tanggal diundangkan.

(1)

(21



l

Diundangkan di Ranai

pada tanggal l1 fe$yynan %?.O

PROVINSI

Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam kmbaran Daeratr Kabupaten Nahrna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal W p-bruan %)n

/

@sexnereRrs DAERAH KABUeATEN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNATAHUN 2O2O NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

KEPUL,AUAN RIAU: g,S /%)2O





!u Eod p lfiqp rplq fu8^ $tsq sBO uBp uq,tredsl flsl lsrsqFq
lewl8ga wlnl8pu uep I|qB e.qp rEtgoqEd uqoFF! urfiEp
uelenduaplldep BqBqcf@ u€$t6!q }elrea'e4tcF 1gl€etrF

uslqegp urlpq &B{ FA.q lg[@g€rE e4f r4B ir rxq|, @q *|Eg : er.FFrtQ

'6EsI &fi{n Purqtu wqqE&.{ tqt', lEq|rF eftleEls
qg)lr lrBp [c€l {qq uErq {, 6ral ]4eq qq3 Bsp rsrc sq{6I ilglre

i._{ qed ]6ArI !dq@ UFl6 s4p .€F tp uE{|4!q p 6uB^ ' gr0E untB
I|4qlrqrBq Er88 lEFmF9iB€o sqBg r@-qeg req 6€g taF,uilw

q6,(E0rtl sq8g H&O qBO uqsr66qu twl D !.4 tElar{g)tEs0 rqDg qed : qBd lEIa.tU

lr0z mqq |qpe 'Esds€O tsuo*ut uffi - Wodor@
0100'08: t6FIs'@sog{l €cad lqqa so -

!63dB,@8 qlE) qeo-
lif3 !$tosu u€Fs e4J -

eeo *|Ba Fedllgo llsEq uqFrnprs(,
B@Gl&tr{s)i,/
sqsg Ftqo *o - : elsd ralss

0lbdol {IJ
tlwtq uEnourA Bp lffirrn .iq[*J ,a|godol

u4aa|ex@o 3Eqe8 .-_.._
uqtu@x eqr8 -_-.__

laFdes wen uqu@y r.qas ---
t.g|qqupv .qrg

v(,l{3€r:fl

F.r..u $6fl tv rtl@ rlqeSo
,grrlu.zol'Bree!-& :q.r lffqr'lrEaGlB :!qq
q@l'wq. |q'.q a '!Hffi-46ffi r

wilBffiwffi
ffiruHmsoIffi

sloz lgus '-"-..-"'""' :leluozpgl urlBo
N6i euoz JaBaey{ milsuHl lBs€ lun p.!c u8p ga6e9 pr.rg : EJ9 ualsls

,qasrta aeoHEl,eso4un -'-"^-"-"'- : !qa,(od uaqs

gez'0,zit \nvys V
n

nHu Nvn\nnd3x tsNtnoud
VNNIVN NSIVdNS\D{

EH 8tg'rgl,', X sPn'l

vgll nvlnd NvtvHvclx
L! t{i Lz qE^trliii.\'rDo)i

NVIVIIIVS3I I SVUISI N IIU gV l{VAVl lrrA VMd

0Z0Z unqEl 6JoruoN
eunleN uapdnqey

qeJseg upJnlersd ue:$ur1

HV9I3ttwrd
vs{


